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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan menjadi satu masalah yang krusial dan esensial bagi kehidupan 

manusia, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan merupakan bentuk hak kodrati 

guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang lebih penting perkawinan 

merupakan jalan untuk membentuk tatanan masyarakat terkecil yang disebut 

dengan keluarga.1 Oleh karena itu, agar hakikat perkawinan sebagai penyandang 

tugas suci membentuk satu tatanan keluarga tidak mengarah kepada hal yang 

negatif, maka diperlukan pengaturan tentang perkawinan itu sendiri. Sebagai 

konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum 

(recht staat)2 bukan berdasarkan kekuasaan (power), maka seluruh aspek 

kehidupan masyarakat tentu diatur berdasarkan hukum tak luput pula aturan 

mengenai perkawinan. 

Konsep perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu ikatan yang disyariatkan. Hal ini 

dilakukan dengan landasan dari pemenuhan perintah Tuhan supaya manusia kelak 

tidak terjerumus ke jurang kenistaan dengan berbuat zina. Terlebih lagi, perkawinan 

dalam hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat yang dibahasakan dengan 

mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 

ibadah.4 Hal ini diperkuat bahwa manusia memiliki tabiat untuk berpasang-

 
1 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan 

Fiqih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29. 

C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, ( Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 41 
3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 
4 Lihat:  Kompilasi Hukum Islam Bab II, Pasal 2 



2 

 

 

pasangan dan saling kasih mengasihi antara laki-laki dan perempuan seperti dalam 

firman Allah surat An-Nisa ayat 1:5 

نِ نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ مِنۡهَا زَوۡ  ِي خَلَقَكُم م  هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلََّّ َٰٓأيَُّ جَهَا يَ

ِي تسََاءٓلَوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡرَحَۡامَۚٗ إِنَّ  َ ٱلََّّ ۚٗ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ا وَنسَِاءٓا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالٗا كَثيِرا

َ كََنَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيباا     ١ٱللََّّ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan 
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu” 

Perkawinan sejatinya merupakan ikatan sangat kuat, tentu akad pada hal ini 

dalam perkawinan bukan perkara yang remeh. Karena akad perkawinan bukan 

merupakan perkara remeh, wajar bila akad ditempatkan menjadi salah satu rukun 

perkawinan yang disepakati oleh para ulama fikih klasik hingga kontemporer. 

Namun, walaupun akad menjadi persoalan yang sentral namun tidak ada syarat 

yang menunjukkan akad perkawinan harus dicatatkan sebagaimana aturan yang 

berlaku di Indonesia. Hal ini bila merujuk pada Al-Quran telah menganjurkan 

pencatatan dalam konteks transaksi muamalah. Sebagaimana terabadikan dalam 

surat Al- Baqarah ayat 282:6 

َٰٓأيَُّ ... سَمّ ا فٱَكۡتُبُوهُۚٗ يَ ِينَ ءاَمَنُوآْ إذِاَ تدََاينَتمُ بدَِينٍۡ إِلَََٰٓ أجََلٖ مُّ   …هَا ٱلََّّ

 
5 Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI ,(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
6 Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI ,(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 



3 

 

 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara 

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 

Tantangan berkenaan dengan aturan tentang perkawinan yang dituntut oleh 

perubahan zaman di Indonesia adalah masih ditemukan peraturan yang masih tidak 

memberikan rasa pengayoman dan keadilan, serta ambiguitas dan tidak jelas dan 

tegas dalam aturannya seperti pencatatan perkawinan. Sehingga wajar bila pada 

akhirnya memiliki dampak atas multi-interpretasi ketika memahami aturan. 

Kondisi yang demikian tentunya cukup mengakibatkan polemik dan berimplikas i 

pada pemahaman yang memiliki multi tafsir terhadap interpretasi undang-undang. 

Contoh persoalan hukum yang pada akhirnya memiliki multi penafsiran 

dapat terlihat pada aturan teks undang-undang yang mengatur persoalan pencatatan 

perkawinan dalam regulasi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 

(1) dan (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya pasal 4, 5, 6 dan 7 

yang secara eksplisit menyebutkan akan syarat sah perkawinan dan pencatatan 

perkawinan. Keabsahan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

dijelaskan dalam beberapa pasal, yakni pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu”.7 

Rumusan atas pasal 2 ayat (1) ini memiliki konsekuensi bahwa tidak ada 

perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun 

yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, 

termasuk ketentuan perundang-perundangan yang berlaku bagi golongan agama 

dan kepercayaannya itu sendiri, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan 

lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sebagaimana diketahui bahwa 

masyarakat yang beragama Islam tentu mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam 

 
7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1). 
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secara otonom. Kemudian pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: “tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”8 

Pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

ini adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal 

ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-

undang No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut.9 

Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap 

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa 
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang 

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan. 

Terkait pencatatan perkawinan masalah yang muncul kemudian terletak 

pada peristiwa perkawinan yang tidak tercatat. Memang pada dasarnya hal tersebut 

telah terakomodir dalam salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam untuk 

mengantisipasi kawin tidak tercatat apabila terjadi, yaitu pasal 7 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama”. Namun, dalam pandangan 

peneliti, kendati telah diatur mengenai itsbat nikah dalam mengantisipasi kawin 

tidak tercatat tentu hal ini sesungguhnya tetap akan merugikan beberapa pihak 

(dalam beberapa kasus: istri simpanan akibat poligami yang tidak mengikuti 

langkah hukum, anak hasil kawin tidak tercatat, pembagian harta kekayaan, 

pembagian waris, hak dan kewajiban, dan lain sebagainya) karena dalam peraturan 

baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam 

masih memberikan ruang kerenggangan karena tidak adanya kepastian hukum 

apabila terjadi peristiwa kawin tidak tercatat. 

 
8 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan 

Fiqih Dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 45-46. 
9 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf b 
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Kawin tidak tercatat dalam beberapa kasus: kawin bawah tangan, atau 

dengan bahasa lain “sah agama” yang disebut sirri, apabila tidak dicatat oleh 

pegawai pencatat nikah akan mendatangkan persoalan yang tidak diinginkan di 

kemudian hari apabila terjadi permasalahan dalam bahtera rumah tangganya. 

Diantara lain: menghilangkan hak istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara 

hukum apabila dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka kondisi 

keluarganya bermasalah seperti nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak 

dan lain sebagainya 

Dengan kata lain, posisi perempuan dan anak kurang menguntungkan dan 

tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan 

dengan aspek penghormatan hak-hak kemanusiaan terutama merugikan perempuan 

juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip Maqashid al-Syariah. Wajar, bila M. 

Quraish Shihab, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak tercatat merupakan 

salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena akan menghilangkan hak-

haknya.10 

Sehubungan dengan itu, konsep Negara yang menggunakan Civil Law 

System11 sebagaimana yang dianut oleh Indonesia, adanya peraturan tertulis berupa 

perundang-undangan merupakan sebuah keniscayaan keberadaannya selain sebagai 

bentuk kepastian hukum juga sebagai penyelesaian atas permasalahan yang muncul 

di masyarakat dengan dilindungi oleh Negara sebagai pelaksana kebijakan yang 

telah eksis. 

Alasan di atas tersebut maka aturan hukum baik berupa undang-undang 

maupun peraturan lainnya sebagai turunannya harus bersifat pasti, mengikat serta 

memiliki kekuatan hukum, juga bersifat tegas, jelas dan tidak menimbulkan 

ambiguitas. Sehingga dalam pelaksanaannya undang-undang ataupun perundang-

undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dapat berjalan sebagaimana 

mestinya, sesuai fungsi asasinya, yaitu menata dan menjamin kepastian hukum bagi 

 
10 M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 216 
11 Sebuah sistem hukum yang digunakan oleh Eropa Continental dengan mengutamakan 

hukum tertulis yakni perundang-undangan sebagai dasar utama suatu sistem hukum 
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warga Negara bukan sebaliknya sebagai legalitas penindasan dan ketidakadilan 

dalam masyarakat. 

Berdasarkan teori hukum, sistem hukum yang ada di Indonesia sendiri 

termasuk dalam kategori yang menganut aliran positivisme. Dengan ciri khasnya 

adalah kodifikasi peraturan hukum. Dengan terkodifikasikan peraturan-peraturan 

tersebut diharapkan ada sebuah kepastian hukum sesuai dengan salah satu asasnya. 

Berkenaan dengan itu, harus dipahami bersama, bahwa hukum Islam sesungguhnya 

adalah hukum yang memberikan perhatian penuh terhadap manusia, memelihara 

segala yang berpautan dengan manusia, baik mengenai diri, akal, ruh, akidah, 

fikrah, ataupun usaha.12 

Secara teks dalam peraturan perundang-undangan, terutama pada bidang 

hukum perkawinan. Harus diakui bersama bahwa dalam teks yang merupakan 

Undang-Undang Perkawinan maupun dalam bentuk dari Kompilasi Hukum Islam 

pun masih terdapat beberapa pasal problematis dari sudut pandang kepastian dan 

akibat hukum yang tidak memberikan rasa keadilan. Hal ini didasari pada asumsi 

aturan hukum perkawinan dalam hal ini Islam yang berada dalam konteks Negara 

Indonesia masih kental dalam meratifikasi dan mengukuhkan kebudayaan fiqh. 

Hukum, terutama hukum Islam memang selalu berkait kelindan dengan konsep 

keagamaan yang telah dibakukan dalam fiqh yang terus dipertahankan dari generasi 

ke generasi. 

Apa yang sudah dibakukan dan digariskan serta dielaborasikan oleh para 

ulama terdahulu terus diikuti dengan kepasrahan dan ketaatan yang nyaris tak 

bertepi. Kebudayaan Islam bahkan sering pula disebut sebagai kebudayaan fiqh. 

Salah satu postulat yang dikemukakan oleh Muhammad Abed al-Jabiri, salah satu 

pemikir Islam asal Maroko. Ia beranggapan, karena melihat posisi fiqh 

 
12 Hasbi As-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 158 
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mendapatkan tempat yang sentral dan amat berpengaruh dalam kehidupan umat 

Islam.13 

Akhirnya sebagian masyarakat Islam Indonesia masih banyak yang 

memandang kedudukan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum 

Islam sebelah mata, bahkan mengambil beberapa pasal yang menguntungkan 

belaka. Perihal pencatatan perkawinan salah satunya, hingga saat ini memang masih 

menyisakan permasalahan yang belum berujung di beberapa kalangan masyarakat 

muslim yang melangsungkan perkawinan di Indonesia dalam beberapa kasus. 

Sebagian yang melangsungkan perkawinan dengan tidak dicatatkan 

berargumentasi bahwa sahnya perkawinan bukanlah dicatatkan atau tidaknya, tetapi 

agamalah yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya proses perkawinan 

(pemenuhan syarat dan rukun nikah) dalam hal ini yang diatur dalam fiqh. Mereka 

mendasarkan pada literatur hukum Islam yang tidak ditemukan pencatatan 

perkawinan dalam literatur fiqh manapun dalam berbagai madzhab apapun. 

Dari persoalan ini peneliti ingin menganalisis bahwa pencatatan perkawinan 

merupakan suatu hal yang sangat urgen dilakukan dalam setiap peristiwa 

perkawinan. Kendati jika perkawinan harus dicatatkan, maka kaum pria merasa 

keberatan terutama pria yang sudah memiliki istri yang ingin berpoligami tanpa 

menempuh langkah prosedural hukum (izin poligami—pen), karena untuk 

melakukan poligami langkah proseduralnya terlalu memberatkan, hal ini dianggap 

satu hal yang biasa dimana budaya patriarkhis di Indonesia memang masih kental. 

Namun sebaliknya bagi kaum perempuan, ketika melangsungkan perkawinan yang 

tidak tercatat bukan saja merugikan secara materiil yaitu tidak memiliki hak 

menuntut harta warisan, gono-gini, hak asuh anak, bahkan juga akan kehilangan 

hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. 

 
13 Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, 

(Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 48. Lihat pula dalam Muhammad Abed al-Jabiri, Takwin al-‘Aql 

al-‘Arabi, (terj.) Imam Khoiri “Formasi Nalar Arab: Kritik Tradisi Menuju Pembebasan dan 

Pluralisme Wacana Interreligius”, (Yogyakarta: Ircisod, 2003) 
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Akhirnya beranjak dari persoalan di atas tentang pencatatan perkawinan 

yang masih menjadi perdebatan dalam aturan sistem hukum Islam di Indonesia 

yang masih rentan terhadap ketidakadilan. Maka dari itu, peneliti bermaksud 

melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan Tesis berjudul 

“PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA 

KAITANNYA DENGAN MAQASHID AS-SYARIAH JASSER AUDA” 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Dalam Tesis ini yang menjadi fokus masalah adalah aturan pencatatan 

perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya: 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

serta ditinjau dalam perspektif Maqashid al-Syariah seorang tokoh pemikir Hukum 

Islam kontemporer yaitu Jasser Auda. Secara spesifik, rumusan masalah dalam tesis 

ini dapat diuraikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam? 

2. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan dalam tinjauan Maqashid al-

Syariah? 

3. Bagaimana relevansi pencatatan perkawinan di Indonesia terhadap konsep 

Maqashid al-Syariah perspektif Jasser Auda? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Maksud dan capaian yang ingin dipenuhi oleh penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang 

Perkawinan Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam; 

2. Mengetahui konsep pencatatan perkawinan dalam tinjauan Maqashid al-

Syariah; 

3. Mengetahui relevansi pencatatan perkawinan di Indonesia terhadap konsep 

Maqashid al-Syariah perspektif Jasser Auda. 
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Penelitian ini pula diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu: 

1. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pembacanya dalam memahami 

dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pencatatan perkawinan 

sebagai suatu diskursus Hukum Islam responsif zaman serta beragam cara 

penyelesaian permasalahan diskriminasi terhadap perempuan dengan usaha 

pencatatan perkawinan yang memiliki aturan hukum yang pasti. 

Memberikan pemahaman dan keyakinan secara teoritis kepada masyarakat dan 

khusunya kepada penulis sendiri tentang peraturan perundang-undangan 

pencatatan perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan agar 

mendapat perlindungan hokum bagi setiap keluarga muslim di Indonesia. 

2. Kegunaan Sosial 

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan untuk menyelesaikan perma-

salahan sosial di masyarakat, khususnya atas kerugian dari perkawinan yang 

tidak dicatatkan, dan memberi pemahaman dari dampak perkawinan yang tidak 

tercatat. 

Sebagai usaha pembinaan akan kesadaran hukum, khususnya hukum positif 

agar dijadikan input serta perubahan sikap dan paradigma selama ini tentang 

prosedur pencatatan perkawinan. 

Bagi pemerintah, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi gagasan 

pemikiran, sebagai ide dalam perbaikan hukum nasional secara lebih progresif  

dan akomodatif. Sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan mempunyai 

relevansi secara yuridis, sosial, dan religius. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sampai saat ini, peneliti menemukan beberapa buku dan hasil penelitian 

yang berkaitan mengenai upaya pencatatan perkawinan, Pencatatan perkawinan 

pada dasarnya sudah banyak dibahas dan dianalisa oleh para akademisi maupun 

pakar hukum. Beberapa kajian yang membahas masalah ini misalnya yaitu: 
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a. Karya Mahmud Syaltut. Dalam bukunya yang berjudul Al-Fātāwā Dirāsah al-

Musykilāt al-Muslim al-Mu’āsir fi-Hayātihi al-Yaumiyah al-Āmmah, 

dijelaskan bahwa perkawinan digolongkan pada dua macam yaitu nikah sirri 

dan nikah urf. Perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana 

telah ditetapkan oleh fuqaha’ serta telah dilengkapi dengan catatan dalam buku 

resmi, maka hal ini dinamakan nikah urf, sedangkan perkawinan walaupun 

dicatatkan dalam buku resmi tetapi ada unsur merahasiakan, maka dinamakan 

nikah sirri.14 

b. Buku yang berjudul Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter 

Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia, 

yang ditulis oleh Marzuki Wahid. Yang dalam kajiannya menentukan 

polarisasi hukum Nasional dalam menanggapi hukum perkawinan yang kurang 

humanis dan cenderung masih bias gender. Akhirnya dijelaskan bagaimana 

kontestasi politik Hukum Indonesia dalam merumuskan pelegislasian hukum 

dalam KHI, serta ditambahkan diskursus mengenai CLD-KHI sebagai bahan 

perbandingan.15 

c. Tesis karya Kharis Mudakir yang berjudul “Nikah Sirri Menurut Pandangan 

Tokoh NU, Muhammadiyyah dan HTI di Yogyakarta.” Dalam tesis ini 

membahas berbagai pandangan mengenai Nikah Sirri dari berbagai ormas 

keagamaan di Yogyakarta beserta berbagai perbedaan pandangannya.16 

d. Tesis karya Adullah Wasian yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Sirri 

(Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya 

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.” Dalam tesis ini 

penulisnya meneliti tentang akibat hukum dari tidak dilakukannya prosedur 

 
14 Mahmud Syaltut, Al-Fā tāwa Dirāsah Muskilā t al-Muslim al-Mu’āsir fi-Hayā tihi al-

Yaumiyah al-Āmmah, (Dār-al-qolam, tt), hlm. 269-271. 
15 Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft 

Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia , (Bandung: Marja, 2014) 
16 Kharis Mudakir “Nikah Sirri Menurut Pandangan Tokoh NU, Muhammadiyyah dan HTI 

di Yogyakarta” Tesis Prodi Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
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pencatatan perkawinan. Sudut pandang yang dipakai adalah hukum Islam dan 

Undang-Undang Perkawinan.17 

e. Skripsi karya Muntaha yang berjudul “Pelaksanan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di 

Kecamatan Mijen Kota Semarang)”. Dalam skripsinya Muntaha membahas 

tentang Efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 yaitu tidak mencatatkan perkawinannya karena sebagian masyarakat  

muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan yang lebih 

menekankan perspektif fiqh sentris.18 

f. Skripsi karya Muhammad Mahfudhi yang berjudul “Perspekstif Hukum Islam 

Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)”. Skripsi ini menjelaskan 

tinjauan ushul fiqh (filsafat hukum Islam) terhadap pencatatan perkawinan di 

Indonesia19 

Perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas adalah penelitian 

ini akan lebih difokuskan untuk mengkaji Pencatatan Perkawinan dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta ditinjau dalam 

analisis Maqashid al-Syariah diperdalam dengan pendekatan sistem hukum 

Maqashid al-Syariah dalam kacamata para ulama klasik seperti Al-Syatibi hingga 

lebih khusus dalam pandangan Jasser Auda. Penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan oleh pembacanya dalam memahami dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang pencatatan perkawinan sebagai suatu diskursus Hukum Islam 

responsif zaman serta beragam cara penyelesaian polemik berkepanjangan atas 

aturan pencatatan perkawinan serta memberi pemahaman hingga berdampak pada 

kesadaran hukum akan pentingnya pencatatan perkawinan. 

 
17 Abdullah Wasian, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap 

Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan.”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro  
18 Muntaha “Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Pencatatan Nikah”,Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Semarang, 2005  
19 Muhammad Mahfudhi, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, Skripsi 

UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah, 2006 
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E. Kerangka Berpikir 

Hukum merupakan kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial 

masyarakat, yakni sebagai sarana untuk melayani hubungan di antara sesama 

anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian di dalam lalu-lintas hubungan itu. 

Dengan demikian mudah untuk dimengerti, bahwa perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam masyarakat pada gilirannya akan menyebabkan pula akan 

terjadinya perubahan pada hukum yang harus melayani masyarakat.20 

Hukum, dalam masyarakat mana pun bertujuan mengendalikan masyarakat. 

Ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan guna melindungi hak-hak individu 

maupun sosial. Sistem hukum dalam setiap masyarakat memiliki sifat karakter dan 

ruang lingkupnya masing-masing. Sama halnya, Islam juga memiliki sistem hukum 

sendiri yaitu fiqh.21 Sebuah produk hasil ciptaan manusia (ijtihad). Hukum Islam 

bukan hukum murni dalam pengertiannya yang sempit; ia mencakup seluruh aspek 

kehidupan—etika, politik, sosial maupun ekonomi. 

Hukum Islam mengenal istilah “syarī’ah” dan “fiqh”. Syari’at mempunyai 

konotasi hukum yang suci, dan mengandung nilai-nilai uluhiyah, sedangkan fiqh 

merupakan ilmu tentang syari’at. Kata “syari’at” mengingatkan kita kepada wahyu 

(Al-Quran) atau sunnah Nabi, sedangkan fiqh mengingatkan kita kepada ilmu hasil 

ijtihad.22 Seperti apa yang dikemukakan Ahmad Baso,23 fiqh diartikan sebagai 

upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran, baik pada tataran teoritis 

maupun praktis, dalam memahami, menjabarkan dan mengelaborasikan hukum-

hukum agama. 

Dengan menyebut manusiawi, dimaksudkan untuk membedakan fiqh 

dengan syari’at. Karena syari’at ini dipahami secara loggar untuk merujuk agama 

 
20 Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyarakat, ( Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 11 
21 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence Terj. Agah Garnadi Pintu 

Ijtihad Sebelum Tertutup, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. xv 
22A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm 7 
23Ahmad Baso, NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan 

Fundamentalisme Neo-Liberal, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 38 
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Islam atau hukum Tuhan sebagaimana dikandung dalam korpus-korpus wahyu 

tanpa melibatkan tangan-tangan manusia. Dengan kata lain, seperti ditulis K.H 

Sahal Mahfudh, fiqh adalah refleksi dari syari’at.24 Maka ada garis pemisah syari’at 

dan fiqh secara pemaknaan. Kendati keduanya sama-sama berkutat dalam ranah 

“Hukum Islam”. 

Fiqh yang biasa diartikan sebagai ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat 

amali yang terambil dari dalil-dalil yang terperinci25 merupakan hasil Ijtihad26 yang 

dilakukan oleh para ulama mengenai sesuatu hal. Dalam perkembangan 

selanjutnya, Qodri Azizy27 mempersamakan antara fiqh dengan ilmu hukum 

(Islamic Jurisprudence), seperti dalam definisi yang menyebutkan fiqh sebagai 

ilmu tentang hukum (al-‘ilm bi al-ahkam). Dan juga fiqh sebagai materi hukum, 

seperti definisi yang menyebutkannya sebagai kumpulan hukum (majmu’at al-

ahkam). 

Karena sifatnya adalah hasil ijtihad maka fiqh merupakan sebuah produk 

pemikiran. Sebuah produk pemikiran biasanya tidak terlepas dari setting sosial yang 

sedang terjadi pada waktu itu. Karl Mennheim, sebagaimana dikutip oleh Muhyar 

Fanani, menekankan pentingnya mengetahui hubungan antara pemikiran dengan 

konteks sosialnya.28 Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial berpengaruh 

terhadap pemikiran seseorang, sehingga wajar jika dikatakan bahwa pendapat atau 

pemikiran seseorang, termasuk kebijakan-kebijakan yang lahir dari suatu otoritas 

politik merupakan buah dari zamannya.  

Secara psikologis, sebuah keyakinan beragama, yang di dalamnya terdapat 

sekian nilai, kepercayaan, dan aturan normatif, pasti akan mempengaruhi 

 
24M.A Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta : LKiS, 2012), hlm 19 
25 Abu Zahrah, Ushul Fiqh (t.tp.: Darul Fikr Al-‘Arabi, tt)., hlm. 6. 
26 Yakni pengerahan seluruh kemampuan dalam menemukan sebuah hukum syara’ yang 

bersifat amali dengan cara menggali hukum dari dalil-dalil syari’at. Lihat Al-Sawkani, Irsyādl Al-

Fuhul ilā Tahqiq Al-Haq Min ‘Ilm Al-Ushūl, (T.Tt.: Darul Fikr, tt).,hlm. 250. 
27 A. Qodri Azizy, Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam & Hukum Umum, (Jakarta: 

Teraju, 2004), 30. 
28 Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langi: Nasionalisme Hukum Islam dan Islamisasi 

Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 171. 
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kehidupan seseorang, baik dalam berfikir maupun bertindak.29 Seseorang akan 

terdorong untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan tata aturan 

agama yang diyakini olehnya. Akibat dari dorongan psikologis ini kemudian umat 

Islam dapat digolongkan, seperti yang diklasifikasikan oleh Abdullah Ahmed An-

Na’im, menjadi mereka yang mempunyai komitmen menerapkan syarī’ah secara 

keseluruhan, termasuk dalam hukum publik, dan mereka yang menerima tuntutan 

reformulasi berbagai aspek hukum itu secara signifikan.30 

Seperti contoh salah satu pemikir Hukum Islam yang merupakan pencetus 

ide “Reaktualisasi Hukum Islam Indonesia” Munawwir Sjadzali, memberi pijakan 

teori Hukum Islam yang dibawanya dengan menyandarkan kepada pendapat Imam 

Najmuddin Al-Thufi atas konsep mashlahah-nya. “Jika terjadi pertentangan antara 

nash dan mashlahah (kepentingan umum), maka mashlahah yang “dimenangkan” 

(diperpegangi). Sebab, mashalah adalah qath’i al-dilalah (pasti ketetapan 

hukumnya), sedang nash itu sendiri adalah dzanni al-dilalah (ketetapan hukumnya 

masih diperdebatkan).31 

Pengertian dari “maqāshid” yang memiliki bentuk tunggal “maqsd” sendiri 

memiliki arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa 

Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalitẻ dalam bahasa Prancis, atau Zweck 

dalam bahasa Jerman.32 Adapun dalam ilmu syari’at, al-Maqāshid dapat 

menunjukkan beberapa makna seperti al-hadf, al-gard, al-mathlub, ataupun al-

ghayah dari hukum Islam.33 Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-

Maqāshid senada dengan “al-Mashalih” yang memiliki bentuk tunggal 

“mashlahah” seperti Abd al-Malik al-Juwayni (w. 478 H/1185 M). 

 
29 Komaruddin Hidayat, Psikologi Beragama, (Jakarta: Hikmah, 2010), hlm. 3. 
30 Abdullahi Ahmed Al-Na’im, Dekontruksi Syari’ah, terjemah oleh Ahmad Suaedy & 

Amirudin Al-Rany, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 5. 
31Lihat: Pengantar editor dalam Qodri Azizy, Reformasi Bermadzhab, (Bandung: Mizan, 

2006), hlm x-ix 
32 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach, 

(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), p. 2 
33 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah As Philosophy,... p. 6 
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Al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memberikan pijakan adan dan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Maqashid al-Syariah, Ia 

menggunakan kata al-Maqāshid dan al-Masalih al-‘Ammah sebagai sesuatu yang 

saling menggantikan (interchangeable). Kemudian, Abû Hamid al-Gazali (w. 505 

H/ 1111 M) sebagai murid dari al-Juwayni mengelaborasi lebih lanjut karya 

gurunya dengan mengklasifikasi al-Maqāshid dan memasukkannya ke dalam 

kategori al-Mashalih al-Mursalah (Kemaslahatan lepas, atau maslahat yang tidak 

disebut secara langsung dalam teks suci). 

Fakhruddin al-Razi (w. 606 H/1209 M) dan al-Amidi (w. 631 H/ 1234 M) 

dalam terminologinya. Kemudian Najmudin al-Tufi (w. 716 H/ 1316 M) 

mendefinisikan mashlahah sebagai “what fulfils the purpose of the legislator” 

(sebab yang mengantarkan kepada maksud al-Syari’). Adapun Al-Qarafi (w.1285 

H/ 1868 M), menghubungkan mashlahah dan Maqāshid sebagai suatu kaidah 

pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh 

syari’at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqāshid, kecuali terpaut padanya suatu 

sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”.34 

Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa 

“syariat bangunan dasarnya, diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia, 

pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat, seluruhnya adalah keadilan, rahmat, 

hikmah dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang 

menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, maslahat umum dengan mafsadat, 

ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, 

sekalipun diklaim demikian menurut beberapa interpretasi”. Berbagai definisi dan 

istilah di atas merupakan awal dari pengkajian teori al-Maqāshid. 

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, 

setidaknya Maqashid al-Syariah dapat dipahami sebagai tujuan dari seperangkat 

hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan 

aturan yang kemudian dapat mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. 

 
34 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah As Philosophy,... p. 7 
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Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam 

salah satu kaidah ushul al-fiqh diungkapkan: 

فُ الٗمَِامِ عََلَ الرَّعِيةَِ مَنُوطٌ باِلمَصْلَحَةِ  35تَصََُّ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 

kemaslahatan” 

Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk 

hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus 

melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan. 

Tujuan, atau Maqāshid dari hukum Islam sendiri diklasifikasikan dalam 

berbagai aspek, disesuai atas dimensi (corak) yang dipandang oleh seseorang, 

seperti:36 

a. Dimensi keniscayaan (levels of necessity) 

b. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai al-Maqāshid (scope of the 

ruling aiming to achieve purposes) 

c. Golongan manusia yang diliputi al-Maqāshid (scope of people included in 

purposes) 

d. Tingkat universalitas al-Maqāshid (level of universality of the purposes) 

Dari sisi prioritas pemenuhannya, mashlahah/maqāshid terkategorikan 

dalam tiga bagian penting, diantaranya:37 Pertama, al-dlaruriyyat (primer), yakni 

hal-hal yang menjadi faktor penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun di 

akhirat. Jika hal-hal ini tidak terwujud, maka tata kehidupan di dunia akan timpang, 

tidak akan stabil, kebahagiaan akhirat tak tercapai. Kemaslahatan dalam taraf ini 

mencakup lima prinsip dasar universal dari pensyariatan, yaitu memelihara 

 
35 Ali Ahmad Annadwi, al-Qawaid al-Fiqhiyah, (Damaskus: Dar al-Qolam, 1986), hlm. 

138. 
36 Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah As Philosophy,... p. 3 
37 Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syariah, Vol 1, Juz II, (Kairo: Al-

Maktabah At-Taufiqiyah, 2012) hlm. 265, lihat juga: Forum Karya Ilmiah MHM PP. Lirboyo, Kilas 

Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyah, 2004), hlm. 253 
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tegaknya agama (hifdz al-din/preserving of faith), perlindungan jiwa (hifdz al-

nafs/soul), perlindungan terhadap akal (hifdz al-‘aql/mind), pemeliharaan 

keturunan (hifdz al- nasl/offspring) dan perlindungan atas harta kekayaan (hifdz al-

mal/wealth).38 

Kedua, al-Hajiyat (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan 

manusia untuk sekedar menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Jika hal-hal ini 

tidak terwujud maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa 

sampai mengakibatkan kekacauan. Ketiga, al-Tahsiniyyat yakni kemaslahatan yang 

bertujuan mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti luhur, 

seperti pensyariatan taharah (bersuci) sebelum sholat, anjuran berpakaian dan 

berpenampilan rapi, pengharaman makanan-makan yang tidak baik untuk 

dikonsumsi dan hal-hal serupa lainnya. 

Mengenai jenjang al-dlaruriyyat (keniscayaan), ada sebagian ulama yang 

menambahkan dengan hifdz al-‘ird (menjaga kehormatan) sehingga menjadi enam 

tujuan pokok. Melestarikan kelima atau keenam hal tersebut adalah sebuah 

keharusan, yang tidak boleh tidak dalam keberlangsungan hidup manusia.  

Berkaitan terhadap upaya reformasi hukum Islam terkait perkawinan dalam hal ini 

pencatatan perkawinan tentu harus diselaraskan dengan konsep Maqashid al-

Syariah yang menjawab segala masalah kemanusiaan, terkhusus masalah 

diskriminasi terhadap perempuan. Tentunya hal ini harus dilihat dan dianalisis 

bukan hanya melalui satu aspek kehidupan belaka, seperti aspek politik, dan aspek 

ekonomi (economic determinism) yang berdiri secara parsial. Namun masalah 

kemanusiaan ini melibatkan saling ketergantungan antar aspek kehidupan yang 

saling berhubungan secara dialektis dan harus dielaborasi antara struktur ekonomi, 

politik, kultur, gender, maupun lingkungan.39 

Konsepsi di dalam agama Islam, hukum perkawinan merupakan bagian 

integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak 

 
38 Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqot Vol I,..hlm. 269-275 
39 Mansour Fakih, Analisin Gender & Transformasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm. 54 
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Islam. Atas dasar inilah hukum perkawinan memiliki tujuan mewujudkan 

perkawinan dikalangan orang-orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid 

dan memiliki nilai transendental dan sakral untuk mencapai tujuan perkawinan 

yang sejalan dengan tujuan syari’at Islam. 

Perkawinan yang merupakan wilayah muamalah yang pada hakikatnya 

memerlukan sebuah upaya perubahan (law reform) dan penyesuaian dengan 

tuntutan dan perkembangan zaman. Maka upaya reformasi hukum (law reform) 

menjadi sebuah keniscayaan sebagai resolusi dari perkembangan dan dinamika 

kehidupan dalam bidang perkawinan. 

Korelasinya dengan hal tersebut di atas, mengingat pentingnya peranan 

perkawinan dalam kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila perkawinan 

diatur dengan peraturan-peraturan baik menurut hukum Islam yang dalam hal ini 

dikenal fiqh maupun hukum positif dalam aturan Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 supaya sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Akan tetapi suatu produk 

hukum harus merupakan konsensus bersama antara rakyat dengan negara 

(pemerintah). 

Kontrak sosial atas produk hukum harus mengakomodasi nilai-nilai yang 

hidup serta atas kemaslahatan rakyat. Dengan demikian produk hukum tersebut 

akan dapat memenuhi rasa keadilan. Pada tahap berikutnya negara sebagai 

pemegang kekuasaan untuk mengatur rakyatnya mempunyai otoritas untuk 

menerapkan dan melaksanakan hukum tadi dengan segala konsekuensinya.40 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang dimiliki 

Indonesia merupakan usaha bangsa Indonesia lewat lembaga legislatif untuk 

memiliki suatu unifikasi dan kodifikasi hukum dalam bidang perkawinan, yang 

menjadi titik tolak pijakan hal ini dilakukan berangkat dari beragamnya peraturan 

perkawinan dalam hukum Islam menjadikan keputusan yang berbeda-beda dalam 

 
40 C.T.S Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hlm. 62-63 
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memecahkan suatu permasalahan hukum di Indonesia, di samping rasa keadilan 

serta di dalamnya kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum. 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara tegas 

pengertian pencatatan perkawinan. Namun demikian dilihat dari konteks kalimat 

yang digunakan dihubungkan dengan kegiatan pencatatan perkawinan yang diatur 

dalam PP No. 9 tahun 1975, maka dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan 

adalah suatu tindakan hukum mencatat perkawinan oleh pegawai pencatat nikah 

untuk selanjutnya diwujudkan dalam bentuk akta dan dijadikan sebagai bukti sah 

terjadinya peristiwa perkawinan. 

Pencatatan perkawinan pada tataran aplikatifnya seharusnya mendapatkan 

respon yang optimal dari umat Islam Indonesia kendatipun rumusan hukum tentang 

pencatatan perkawinan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh klasik41, karena 

tidak dapat dipungkiri di kalangan umat Islam Indonesia sangat kuat tradisi 

pemikiran fiqh klasik (fiqh oriented).42 Pada umumnya masyarakat memandang 

fiqh identik dengan hukum Islam dan hukum Islam identik dengan aturan Tuhan. 

Dengan siklus cara pandang yang demikian, maka kitab-kitab fiqh bukan lagi 

dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan melainkan sebagai bagian integral 

dari agama itu sendiri. 

Sikap bangsa Indonesia, terutama umat Islam, terhadap undang-undang 

perkawinan (hukum positif) sudah sepatutnya tunduk dan patuh karena mengandung 

kemaslahatan. Sesuai dengan perintah Allah untuk taat kepada pemimpin (ulil 

 
41Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), 

hlm. 51 
42Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 63 
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amri)43 setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman-Nya dalam 

surat An-Nisa ayat 59:44 

َ وَأطَِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأوُْلِِ ٱلۡۡمَۡرِ مِنكُمۡ  ... ِينَ ءاَمَنُوآْ أطَِيعُواْ ٱللََّّ هَا ٱلََّّ َٰٓأيَُّ  .…يَ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu.”  

Aturan pncatatan perkawinan sesuatu hal yang tidak disebutkan 

ketentuannya secara eksplisit di dalam fikih, namun telah diproyeksikan dan sudah 

menjadi ketetapan pemerintah (ulil amri) sebagai sistem hukum di Indonesia 

(hukum positif), sewajarnya akan mendatangkan keharmonisan dalam keluarga dan 

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik selaku makhluk individu atau 

makhluk sosial. 

Adanya pencatatan perkawinan tersebut, menjadi bukti bahwa pemerintah 

peduli atas kemaslahatan dan kepentingan bagi masyarakat dalam konteks Bangsa 

mayoritas muslim. Karena sejatinya, pencatatan perkawinan berkaitan erat 

terhadap data kependudukan, seperti perkawinan itu sendiri, perceraian, serta 

berhubungan juga dengan status anak atas hak kewarisan dan sebagainya. Artinya, 

apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di dalam bahtera rumah tangga, 

suami maupun istri dapat melangsungkan upaya hukum. Sebab, dengan memiliki 

akta perkawinan tentu menjadi sebagai alat bukti yang sah serta pihak suami dan 

istri akan memiliki kekuatan hukum di pengadilan untuk menuntut hak-haknya. 

 
43 Ulil Amri adalah pemegang tampuk kekuasaan, pemegang kebijakan, Syaikh Tantahawi 

Jauhari) m engemukakan bahwa Ulul Amri yang wajib ditaati adalah 1. Pemimpin yang taat kepada 

Allah dan Rasulnya 2. Para Ulama’ yang menjadi sumber rujukan keputusan para pemimpin 3. 

Para amir dizaman Rasulullah SAW dan sepeninggal beliau berpindah kepada khalifah, qadhi, 

komandan militer 4. Para ahli ijtihad tentang hukum agama atau yang disebut Ahl al-halli wa 

al-aqdhi yaitu yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum 5. Para pemimpin yang benar dan 

kepala negara yang adil, sedang yang zhalim tidak wajib ditaati. Lihat: M. Dawan Raharjo, 

Ensiklopedi al-Qur’an Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep Kunci, (Jakarta: Paramadina, 

2002), hlm. 467-470. 
44 Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI ,(Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) 
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Langkah paling tepat diambil oleh negara untuk menghadapi kenyataan ini 

adalah bahwa perkawinan harus melalui prosedur (hukum yang berlaku). Lebih 

khusus, dengan melangsungkan prosedur pencatatan perkawinan adalah langkah 

strategis untuk mendapatkan manfaat karena mendatangkan kemaslahatan juga 

sebagai dari realisasi Maqashid al-Syariah untuk melindungi masyarakat terhadap 

penjagaan seluruh hakhaknya sebagai warga Negara. 

Walaupun pencatatan perkawinan secara tekstual tidak ada ketentuannya 

dalam hukum Islam, bahkan dalam Al-Quran dan Hadis. Namun Indonesia bukan 

berarti telah membuat hukum baru dan menyimpang dari ketentuan syari’at Islam, 

karena bila ditelisik mengenai kacamata maqashid, terutama hifdz an-nasl benar-

benar selaras dengan esensi Maqashid al-Syariah tak satupun hukum yang 

disyari’atkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah melainkan di dalamnya untuk 

kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Al-Syatibi45: 

 الۡحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba” 

 
45 Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwafaqot fi Ushul as-Syariah, Vol 1, Juz I, (Kairo: Al-

Maktabah At-Taufiqiyah, 2012) hlm. 152 


